BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat diberikan kesimpulan

berupa:

1. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam
menangani kepemilikan mainan tidak tepat karena airsoft gun bukan
merupakan senjata api. Unsur-unsur yang ada di dalam senjata api tidak
dapat disamakan dengan unsur-unsur yang ada dalam airsoft gun karena
airsoft gun merupakan mainan atau alat olahraga dan hobi seseorang.
Penyalahgunaan terhadap airsoft gun merupakan gejala masyarakat yang
terus berkembang dan airsoft gun hanya digunakan sebagai alat untuk
melakukan menakut-nakuti korban sehingga tindak pidana dapat
dilakukan.

2. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan
penyalahgunaan mainan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upaya
preventif kearah pencegahan penyalahgunaan airsoft gun, dan upaya
represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum
terhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun.

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi
kepemilikan dan penyalahgunaan mainan airsoft gun yaitu kendala dari

segi preventif berupa Kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang
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sifat, bentuk dan fungsi dari pada airsoft gun, dimana airsoft gun hanya
berupa mainan atau alat olahraga, Respon masyarakat yang sudah
cenderung menilai bahwa airsoft gun merupakan senjata berbahaya
sehingga paradigma ini sulit untuk diubah, Sulit untuk mengetahui jumlah
kepemilikan airsoft gun yang beredar di kalangan masyarakat, Masyarakat
kurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada pihak kepolisian
terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada Kkegiatan yang
mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan
airsoft gun. Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian
yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan
dan penyalahgunaan airsoft gun sehingga masih ada pihak kepolisian yang
menganalogikan airsoft gun dengan senjata api, Penerapan UU Senjata
Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap airsoft gun

dengan senjata api.

B. Saran

Dari penulisan hukum ini adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan atau regulasi mengenai
kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun sehingga tidak pihak-pihak
yang dirugikan dalam penerapan UU Senpi. Dalam hal ini komunitas yang
menggunakan airsoft gun dengan benar yaitu sebagai mainan, alat
olahraga ataupun sebagai hobi, dapat menggunakan airsoft gun dengan

tenang, tanpa harus resah dicurigai sebagai seorang pelaku tindak pidana.
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2. Masyarakat tidak boleh melakukan suatu generalisasi dalam menilai
seseorang ataupun kelompok yang menggunakan airsoft gun dalam
kegiatan mereka. Komunitas airsoft gun selalu menjaga aturan yang ada di
dalam komunitas dan tidak pernah menganggap airsoft gun sebagai senjata
karena airsoft gun hanya sebagai penyalur hobi bagi para penggemar
airsoft gun. Adanya image yang sudah dibangun oleh masyarakat bahwa
pengguna airsoft gun adalah kelompok yang brutal dan suka kekerasan
merupakan suatu penilaian yang salah dan harus diberikan bimbingan dan

arahan oleh pihak kepolisian.
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